BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.990, 2017

KEMENKEU. Administrasi Pengelolaan Hibah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 99/PMK.05/2017
TENTANG
ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 74
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan Hibah, Menteri Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

bahwa guna menyempurnakan proses penatausahaan
dan pengurusan Hibah sesuai dengan perkembangan,
perlu diatur kembali ketentuan mengenai administrasi
pengelolaan hibah yang sebelumnya diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011
tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Administrasi

Pengelolaan Hibah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ADMINISTRASI
PENGELOLAAN HIBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

2. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L
adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non
kementerian negara/lembaga negara.

3. Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah
adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa,
devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau
surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang
tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri.

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
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disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Pemberi Hibah adalah pihak yang berasal dari dalam
negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah kepada
Pemerintah.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas wuntuk
melaksanakan fungsi BUN.

Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang
ditetapkan.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran K/L.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang
bersangkutan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi

pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
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merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan
dan risiko.

Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang
selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening
lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh
K/L/satuan kerja dalam rangka pengelolaan Hibah
langsung dalam bentuk uang.

Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk
untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja
yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang
penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya
disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan
Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah
langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya
tidak melalui Kuasa BUN.

Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat
MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan
mencatat pendapatan Hibah, dan/atau belanja yang
bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat
berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa
BUN.

Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut
Persetujuan MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan
oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk
mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban
dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk
barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan

dananya tidak melalui Kuasa BUN.
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Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan
Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4HL
adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat
lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan
pengembalian saldo pendapatan Hibah yang penarikan
dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi
Hibah.

Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Langsung
yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
mengesahkan pengembalian Hibah yang penarikan
dananya tidak melalui Kuasa BUN kepada Pemberi
Hibah.

Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat
BAST adalah dokumen serah terima barang/jasa sebagai
bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas
barang/jasa/surat berharga dari Pemberi Hibah kepada
penerima Hibah.

Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya
disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh
PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan
pengesahan pendapatan Hibah langsung bentuk
barang/jasa/surat berharga ke KPPN.

Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung yang
selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan
tanggung jawab penuh atas pendapatan Hibah langsung
dan/atau belanja atau belanja barang untuk pencatatan
persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk
pencatatan aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk
pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya

tidak melalui Kuasa BUN.
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